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Bab III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat karena konversi 

melalui program LARASITA di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman telah mendapatkan sertipikat dan mewujudkan kepastian 

hukum. Meskipun dalam penerimaan sertipikat tersebut 9 reponden  

tidak menerima dalam jangka waktu yang sama. Ke 9 Responden 

yang terlambat mendapatkan sertipikat tersebut tidak 

mempermasalahkan keterlambatan tersebut. Pada saat penerimaan 

sertipikat hak milik sampai pada tahap pengumuman dan 

penyerahan sertipikat kepada responden hingga penelitian telah 

selesai dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan 

tidak ada sengketa atas tanah tersebut. Pelaksanaan Pendaftaran 

Hak Milik Atas Tanah Adat Karena Konversi Melalui Program 

Larasita telah mewujudkan kepastian hukum baik meliputi data 

yuridis dan data fisik. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: 
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1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar terus 

menyelenggarakan Program Larasita yang telah ada, karena 

masih banyak tanah-tanah hak milik adat yang belum di 

Konversikan. 

2. Kepada masyarakat khususnya pemegang hak milik atas tanah 

adat yang masih memiliki tanah yang belum di konversikan  

agar melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh 

sertipikat hak atas tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian 

hukum bagi pemegang hak milik tersebut. 
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